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Abstrak: Perkembangan dunia profesi hukum di Indonesia menuntut pemahaman yang rigid mengenai
bentuk institusi wadah berhimpunnya para Advokat. Dua istilah yang sangat lazim digunakan dalam
ekosistem penegakan hukum dan bisnis legal adalah "Law Office" (Kantor Hukum) dan "Law Firm"
(Firma Hukum). Meskipun dalam percakapan sehari-hari kedua istilah ini kerap dipertukarkan, secara
konseptual, sosiologis, manajemen korporasi, dan teoretis hukum terdapat batas-batas demarkasi yang
tegas di antara keduanya. Artikel ini mengupas secara komprehensif, mendalam, dan multitafsir
struktural mengenai perbedaan fundamental antara Law Office dan Law Firm dengan bersandar pada
ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), Peraturan Menteri Hukum dan HAM, serta praktik terbaik (best practices)

manajemen kantor hukum di Indonesia.

Bab I: Pendahuluan dan Latar Belakang Konseptual

Profesi Advokat di Indonesia secara yuridis diakui sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang
berkedudukan bebas dan mandiri guna menjamin tegaknya keadilan berdasarkan hukum demi kepastian
hukum bagi masyarakat. Eksistensi Advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur secara spesifik
melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Dalam menjalankan
fungsi profesionalnya, baik dalam memberikan jasa hukum litigasi (di dalam pengadilan) maupun non-
litigasi (di luar pengadilan), seorang Advokat memerlukan wadah organisasi formal untuk menjalankan
praktiknya. Wadah formal inilah yang dalam realitas empiris bermetamorfosis ke dalam berbagai bentuk

kelembagaan kantor hukum.

Dua bentuk penamaan institusional yang paling jamak digunakan adalah Law Office dan Law Firm.
Bagi masyarakat awam, bahkan bagi sebagian mahasiswa hukum tingkat awal, perbedaan antara kedua
istilah ini sering kali dianggap sekadar preferensi semantik atau pilihan bahasa semata untuk terlihat
modern atau berwibawa. Namun, apabila ditelisik dari sudut pandang hukum korporasi, hukum perikatan,
teoretis organisasi, dan tata kelola bisnis jasa profesional, pemilihan kata "Office" (Kantor) dan "Firm"
(Firma) membawa konsekuensi yuridis yang bersifat fundamental, mutasi tanggung jawab perdata yang

signifikan, serta arsitektur pembagian keuntungan yang sangat kontras.

Ketidakpahaman dalam membedakan kedua entitas ini dapat berakibat fatal, baik bagi Advokat
pendiri, rekanan (associates), maupun bagi klien selaku pengguna jasa hukum. Klien korporasi skala
besar, misalnya, sering kali menetapkan prasyarat kualifikasi kelembagaan yang sangat ketat terhadap
penyedia jasa hukum mereka. Di sisi lain, pembagian risiko gugatan malpraktik profesional (professional
malpractice liability) juga sangat bergantung pada apakah kantor hukum tersebut berdiri sebagai sebuah

praktik mandiri (sole proprietorship/law office) atau persekutuan perdata (partnership/law firm). Oleh
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karena itu, tulisan komprehensif ini hadir untuk mengurai secara tuntas, radikal, dan sistematis perihal

batas-batas perbedaan di antara keduanya dari berbagai dimensi krusial.

Bab II: Hakikat Yuridis dan Tinjauan Doktrinal

1. Definisi dan Karakteristik Law Office (Kantor Hukum Mandiri)

Secara bahasa, Law Office diterjemahkan secara harfiah sebagai "Kantor Hukum". Dalam
terminologi hukum yang lebih ketat, Law Office merujuk pada bentuk praktik hukum mandiri (sole
proprietorship atau solo practice), di mana kantor tersebut dimiliki, dikendalikan, dan dipimpin oleh
seorang Advokat tunggal (individual). Advokat senior tersebut bertindak sebagai pemilik tunggal atas
seluruh aset kantor, pembuat keputusan absolut, sekaligus penanggung jawab utama atas seluruh aktivitas

operasional dan pen penanganan perkara.

Meskipun dinamakan Law Office, institusi ini tidak menutup kemungkinan untuk mempekerjakan
Advokat lain. Dalam praktiknya, pemilik Law Office (sering disebut sebagai Managing Partner atau
Principal) mempekerjakan beberapa Advokat junior yang berstatus sebagai karyawan atau associates.
Namun, kedudukan hukum para associates tersebut adalah bawahan atau pekerja berdasarkan perjanjian
kerja, bukan sekutu yang memiliki porsi kepemilikan atas kantor hukum tersebut. Seluruh pendapatan
kantor masuk ke kantong pribadi pemilik setelah dikurangi biaya operasional dan gaji karyawan, dan

sebaliknya, seluruh kerugian keuangan ditanggung secara mandiri oleh sang pemilik tunggal.

2. Definisi dan Karakteristik Law Firm (Firma Hukum Persekutuan)

Sementara itu, Law Firm atau "Firma Hukum" adalah suatu bentuk persekutuan perdata
(maatschap) atau firma (vennootschap onder firma) yang didirikan oleh dua orang Advokat atau lebih
melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam akta otentik. Kata "Firm" sendiri merujuk pada
suatu perserikatan dagang atau persekutuan usaha untuk menjalankan bisnis di bawah satu nama bersama.
Dalam konteks dunia hukum, Law Firm merupakan sebuah institusi persekutuan profesional di mana para
pendirinya (disebut sebagai Partners atau Sekutu) menggabungkan keahlian, modal, relasi, dan tenaga

mereka untuk mengoperasikan praktik hukum secara kolektif kolegial.

Karakteristik utama dari Law Firm adalah adanya prinsip partnership (kemitraan). Keputusan-
keputusan strategis tidak diambil oleh satu orang secara absolut, melainkan melalui mekanisme rapat para
mitra (Partnership Meeting). Struktur tata kelola di dalam Law Firm jauh lebih kompleks karena
melibatkan pembagian ekuitas (kepemilikan saham/modal), pembagian keuntungan (profit-sharing
mechanism), serta tanggung jawab renteng (joint and several liability) di antara para sekutu sehubungan

dengan perikatan yang dibuat oleh firma dengan pihak ketiga atau klien.
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Bab III: Perbandingan Parameter Yuridis dan Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang sangat terstruktur, tabel berikut menyajikan rangkuman parameter

pembeda antara Law Office dan Law Firm yang akan dibahas secara ekstensif pada sub-bab berikutnya:

Parameter Pembeda

Law Office (Kantor Hukum

Mandiri)

Law Firm (Firma Hukum

Persekutuan)

Bentuk Badan Hukum/
Usaha

Jumlah Pendiri/

Pemilik

Struktur Pengambilan

Keputusan

Sistem
Pertanggungjawaban
Hukum

Mekanisme Pembagian

Keuntungan
Skalabilitas dan
Spesialisasi

Legalitas &
Pendaftaran

Bukan badan hukum; berbentuk

usaha perorangan (sole

proprietorship).

1 (satu) orang Advokat tunggal

sebagai pemilik absolut.

Sentralistik dan absolut di tangan

pemilik tunggal.

Melekat penuh secara pribadi pada
Advokat pemilik tunggal.

Seluruh keuntungan menjadi hak
pribadi pemilik setelah dikurangi

biaya operasional.

Terbatas pada kapasitas pemilik;

cenderung bersifat generalis.

Surat Izin Praktik Advokat dan

domisili kantor hukum biasa.

Bukan badan hukum; berbentuk
persekutuan perdata (maatschap)

atau Firma.

Minimal 2 (dua) orang Advokat
lebih

(Partners).

atau sebagai  Sekutu

Kolektif kolegial melalui Rapat
Para Sekutu (Partnership Meeting).

Tanggung jawab renteng di antara

para Sekutu sesuai porsi

kepemilikan.

Menggunakan sistem ekuitas, lock-

step, atau eat-what-you-kill

berdasarkan perjanjian.

Sangat tinggi; memiliki berbagai

departemen spesialisasi hukum.

Akta

Kemenkumham

Notaris, pendaftaran di
(Sistem

Administrasi Badan Usaha).

1. Aspek Legalitas Kebentukan dan Dasar Hukum Pendirian

Dari segi hukum positif Indonesia, pendirian Law Office tidak memerlukan formalitas perjanjian
pendirian persekutuan yang rumit. Dasar hukum pengoperasiannya melekat langsung pada izin praktik

personal yang dimiliki oleh Advokat tersebut berdasarkan UU Advokat. Sepanjang seorang Advokat telah
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disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat dari organisasi
yang sah serta memiliki Surat Keterangan Domisili Usaha, ia secara otomatis sah demi hukum untuk
membuka sebuah Law Office atas namanya sendiri. Registrasi entitasnya pun terhitung sebagai

perorangan.

Berbeda secara diametral, Law Firm di Indonesia harus tunduk pada ketentuan hukum persekutuan
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1618 sampai
dengan Pasal 1652 mengenai Persekutuan Perdata (Maatschap), atau ketentuan mengenai Firma dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Proses pendirian Law Firm modern saat ini wajib
menggunakan Akta Notaris yang memuat Anggaran Dasar/Perjanjian Persekutuan secara rigid.
Selanjutnya, berdasarkan regulasi terbaru, akta pendirian tersebut harus didaftarkan dan mendapatkan
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem
Administrasi Badan Usaha (SABU) untuk memperoleh status sebagai persekutuan yang terdaftar secara

resmi.

2. Aspek Struktur Organisasi dan Tata Kelola (Governance)

Tata kelola di dalam sebuah Law Office bersifat sangat linier dan bercorak hierarkis-sentralistik.
Pemilik tunggal bertindak sebagai pucuk pimpinan tertinggi yang memegang kontrol penuh atas
kebijakan finansial, penerimaan atau penolakan perkara, strategi hukum yang akan diterapkan, hingga
rekrutmen staf pendukung (paralegal, sekretaris, kurir). Tidak ada ruang perdebatan internal yang bersifat
mengikat bagi pemilik. Hubungan kerja antara pemilik dengan Advokat lain yang ada di kantor tersebut

murni bersifat hubungan industrial antara majikan (pemberi kerja) dan buruh (pekerja).

Di dalam Law Firm, tata kelolanya mengadopsi sistem korporasi modern dengan sentuhan egaliter
profesional. Di atas kertas, seluruh Partners (Sekutu) memiliki hak suara dalam menentukan arah
kebijakan firma. Biasanya, untuk efisiensi operasional, para mitra akan menunjuk salah satu di antara
mereka untuk menjabat sebagai Managing Partner (Mitra Pengelola) untuk periode tertentu. Managing
Partner ini bertanggung jawab mengurusi manajemen harian, namun untuk keputusan strategis—seperti
penambahan mitra baru (admitting new partner), pembukaan kantor cabang, investasi modal berskala
besar, atau penanganan kasus sensitif yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (conflict of

interest}—wajib diputuskan melalui Partnership Vote.
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Catatan Yuridis Penting mengenai Benturan Kepentingan (Conflict of Interest): Di dalam sebuah
Law Firm, karena sifatnya yang merupakan satu kesatuan entitas kolektif, apabila salah seorang
Partner sedang menangani perkara melawan Perusahaan X, maka seluruh Partner lain dalam Law
Firm tersebut secara etis dan yuridis dilarang keras menerima kuasa dari Perusahaan X untuk
perkara apa pun. Batasan ini jauh lebih longgar pada Law Office yang berdiri sendiri-sendiri, di

mana batas konflik kepentingan hanya melekat pada diri Advokat perorangan tersebut.

3. Aspek Pertanggungjawaban Hukum (Liability)

Analisis mengenai aspek pertanggungjawaban hukum adalah variabel paling krusial yang
membedakan kedua bentuk kantor hukum ini. Pada Law Office, berlaku prinsip tanggung jawab pribadi
yang tidak terbatas. Karena tidak ada pemisahan kekayaan antara harta pribadi pemilik dengan harta
operasional kantor hukum, maka jika terjadi gugatan malpraktik dari klien yang merasa dirugikan akibat
kelalaian profesional, atau jika kantor mengalami gagal bayar terhadap utang pihak ketiga (misalnya sewa
gedung), maka seluruh harta pribadi sang Advokat pemilik—termasuk rumah, tanah, tabungan pribadi,

dan kendaraan—dapat disita untuk memenuhi putusan pengadilan.

Bagaimana dengan Law Firm? Karena berbentuk persekutuan perdata, tanggung jawab hukum
diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1642 hingga Pasal 1645 KUHPerdata serta klausul-klausul spesifik
dalam Perjanjian Persekutuan mereka. Apabila seorang Partner melakukan kelalaian dalam menangani
kasus klien atas nama firma, maka tanggung jawab ganti rugi tersebut pertama-tama akan dibebankan
kepada kas atau aset milik Law Firm itu sendiri. Jika aset firma tidak mencukupi, para Partners lainnya
dapat ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng (bersama-sama) untuk melunasi kerugian tersebut

sesuai dengan proporsi modal atau pembagian keuntungan yang diatur dalam akta pendirian.

Secara matematis, jika terdapat N orang Partners yang mengikatkan diri dalam sebuah firma
dengan porsi pembagian yang sama, dan timbul kerugian total ganti rugi sebesar L, maka kewajiban
finansial yang harus ditanggung oleh masing-masing sekutu secara tanggung renteng dapat

diakumulasikan sebagai:
Kewdjiban Per Sekutu = rac{L}{N}

di mana masing-masing sekutu wajib menjamin ketersediaan dana tersebut hingga ke harta pribadi
mereka demi menutup kerugian atas nama firma. Risiko kolektif inilah yang menyebabkan proses
rekrutmen atau kenaikan pangkat seorang Advokat dari status Associate menjadi Partner di sebuah Law

Firm harus melewati proses penyaringan (due diligence) yang sangat ketat dan panjang.
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Bab IV: Analisis Manajemen Keuangan dan Model Bisnis

1. Arsitektur Pembagian Keuntungan (Profit-Sharing Model)

Sistem keuangan di dalam Law Office sangat sederhana. Arus kas masuk (cash inflow) yang berasal
dari retainer fee, legal fee, maupun success fee dari klien dikumpulkan dalam satu rekening yang dikuasai
penuh oleh Advokat pemilik. Pemilik berkewajiban membayar biaya-biaya tetap (fixed costs) seperti
sewa kantor, utilitas, serta gaji para associates dan staf administrasi. Sisa dari pendapatan tersebut setelah
dikurangi pajak langsung menjadi laba bersih yang sepenuhnya dikuasai oleh pemilik tunggal.
Keuntungannya adalah tidak ada potensi konflik internal mengenai pembagian uang, namun kerugiannya

adalah keterbatasan modal untuk melakukan ekspansi bisnis.

Sebaliknya, manajemen keuangan di dalam Law Firm adalah arena yang sangat kompleks dan
memerlukan keahlian akuntansi korporasi yang tinggi. Terdapat beberapa model pembagian keuntungan

yang lazim diterapkan oleh Law Firm papan atas di Indonesia, antara lain:

* Sistem Lock-Step: Pembagian keuntungan didasarkan pada senioritas dan masa kerja seorang
Partner di firma tersebut. Semakin lama seorang Partner bergabung, semakin besar persentase poin
ekuitas yang ia miliki, tanpa memandang secara agresif berapa banyak klien baru yang ia bawa masuk

pada tahun berjalan. Sistem ini mengutamakan stabilitas dan loyalitas kelompok.

« Sistem Eat-What-You-Kill: Sebuah model yang sangat kompetitif dan berbasis performa murni.
Keuntungan yang diperoleh seorang Partner dihitung secara matematis berdasarkan volume
pendapatan yang ia hasilkan secara langsung untuk firma (melalui pencarian klien baru/originating
credit) ditambah dengan jam kerja yang ia tagihkan kepada klien (billable hours). Partner yang pasif

tidak akan mendapatkan pembagian yang signifikan.

* Sistem Pendekatan Hibrida (Hybrid System): Kombinasi antara pemberian poin dasar
(berdasarkan kepemilikan saham/ekuitas) dengan bonus berbasis performa penanganan perkara dan

kontribusi manajemen.

2. Metode Penagihan dan Jam Kerja Terhitung (Billable Hours)

Meskipun kedua bentuk kantor hukum ini sama-sama dapat menerapkan sistem tarif flat (lump
sum) atau tarif per jam, penggunaan sistem jam kerja terhitung atau billable hours jauh lebih ketat, rigid,
dan terkomputerisasi di dalam ekosistem Law Firm. Sebuah Law Firm umumnya membebankan target
billable hours tahunan kepada para associates mereka (misalnya minimal 1.500 hingga 1.800 jam per

tahun).
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Setiap menit yang dihabiskan oleh Advokat untuk membaca dokumen, menelepon klien, melakukan
riset yuridis, hingga menyusun replik/duplik dicatat secara presisi dalam sistem perangkat lunak
manajemen kantor hukum. Di dalam Law Office, sistem penagihan sering kali lebih fleksibel dan
kekeluargaan, di mana negosiasi harga sering kali dilakukan langsung secara informal antara klien dengan

pemilik kantor hukum tanpa melalui proses audit lembar waktu (timesheet) yang rumit.

Bab V: Skalabilitas, Jenjang Karier, dan Perspektif Klien

1. Skalabilitas Bisnis dan Kapasitas Penanganan Perkara

Dari perspektif pertumbuhan bisnis, Law Office memiliki batas atas (ceiling growth) yang sangat
kentara. Karena kapasitas intelektual dan waktu dari pemilik bersifat terbatas (hanya 24 jam sehari), maka
jumlah kasus berskala raksasa yang dapat ditangani dalam waktu bersamaan menjadi sangat terbatas. Jika
pemilik jatuh sakit atau berhalangan tetap, operasional kantor hukum dapat lumpuh seketika karena klien

umumnya hanya menaruh kepercayaan pada figur personal sang pemilik, bukan pada institusinya.

Hal ini berbeda dengan Law Firm yang dirancang untuk memiliki keberlanjutan usaha (business
continuity) yang kuat dan tidak bergantung pada satu figur semata. Jika salah satu Partner pensiun,
meninggal dunia, atau mengundurkan diri, posisinya dapat digantikan oleh Partner lain atau menaikkan
kelas Senior Associate menjadi Partner baru tanpa mengganggu jalannya pelayanan hukum kepada klien.
Struktur multi-partner ini juga memungkinkan Law Firm untuk membangun berbagai departemen
spesialisasi, mulai dari Hukum Pasar Modal (Capital Markets), Hukum Kepailitan (Bankruptcy), Hukum
Ketenagakerjaan (Labor Law), hingga Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property).

2. Jenjang Karier Advokat Muda (Career Path)

Bagi para lulusan baru fakultas hukum (fresh graduates), memilih tempat magang atau bekerja
antara Law Office dan Law Firm akan menentukan ritme dan arah karier mereka di masa depan. Di dalam
sebuah Law Office, jenjang karier cenderung datar (flat). Seorang Advokat muda mungkin akan
selamanya menjadi Associate atau asisten pemilik, kecuali jika di kemudian hari ia memutuskan keluar
dan mendirikan kantor hukumnya sendiri. Namun, keuntungan bekerja di Law Office adalah kesempatan
belajar yang sangat komprehensif, karena dengan jumlah staf yang sedikit, Advokat muda akan dilibatkan

langsung dalam seluruh rangkaian penanganan perkara dari hulu ke hilir.
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Di sisi lain, Law Firm menawarkan struktur tangga karier yang sangat formal, rigid, dan prestisius
namun dengan tingkat tekanan kerja (stress level) yang sangat tinggi. Jenjang karier di Law Firm

umumnya berbentuk piramida baku:

1. Trainee Associate / Intern: Tahap awal magang bagi para lulusan baru untuk masa percobaan.

2. Junior Associate: Bertanggung jawab melakukan riset hukum dasar, peninjauan dokumen, dan

penyusunan draf awal di bawah supervisi senior.

3. Mid-Level Associate: Mulai diberikan tanggung jawab mengelola komunikasi langsung dengan klien

dan mengoordinasikan pekerjaan junior.

4. Senior Associate: Bertindak sebagai pemimpin tim taktis dalam penanganan perkara besar dan

melakukan finalisasi dokumen hukum sebelum diserahkan kepada Partner.

5. Non-Equity Partner (Salaried Partner): Advokat yang diberi gelar Partner karena prestasinya,

mendapatkan bagi hasil bonus, namun belum memiliki hak kepemilikan modal/saham atas firma.

6. Equity Partner: Puncak karier tertinggi, di mana Advokat tersebut menyetorkan modal atau
mendapatkan konversi saham, memiliki hak suara penuh dalam rapat akbar firma, dan berhak atas

pembagian dividen keuntungan tahunan.

3. Perspektif dan Preferensi Klien (Pasar Target)

Segmentasi pasar dari kedua entitas ini juga mengalami polarisasi yang cukup tegas. Law Office
umumnya sangat diminati dan efektif untuk melayani klien perorangan (individual) atau perusahaan skala
kecil hingga menengah (UMKM). Kasus-kasus yang ditangani biasanya berkisar pada hukum keluarga
(perceraian, waris), sengketa tanah perorangan, perkara pidana umum, atau draf kontrak bisnis sederhana.
Klien menyukai Law Office karena biaya hukumnya yang cenderung lebih negosiabel, akses langsung ke

pengacara utama tanpa sekat birokrasi, dan pendekatan yang lebih personal.

Sebaliknya, perusahaan multinasional (MNC), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga
finansial perbankan, serta instansi pemerintah dalam proyek strategis nasional hampir selalu menjatuhkan
pilihan mereka pada Law Firm papan atas (sering dikategorikan sebagai Tier-1 Law Firm). Alasan
utamanya bukan sekadar masalah gengsi, melainkan masalah mitigasi risiko, kapasitas penanganan
dokumen ribuan halaman dalam waktu singkat, kebutuhan akan jaminan asuransi profesi (professional
indemnity insurance), serta reputasi kelembagaan yang diakui oleh lembaga pemeringkat internasional
(seperti Legal 500 atau Chambers and Partners). Klien korporasi membutuhkan kepastian bahwa kantor
hukum yang mereka tunjuk memiliki kedalaman tim yang mampu bekerja simultan tanpa bergantung

pada satu individu saja.
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Bab VI: Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Berdasarkan seluruh paparan komparatif yang telah diuraikan secara mendalam dan menyeluruh,
dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara Law Office dan Law Firm bukanlah sekadar kosmetik bahasa
atau strategi pemasaran, melainkan pembagian batas yuridis, finansial, dan manajerial yang riil dalam
hukum positif Indonesia. Law Office adalah manifestasi dari praktik mandiri seorang Advokat yang
mengutamakan sentralisasi kendali, kebebasan mutlak dalam pengambilan keputusan, dan kedekatan
personal dengan klien, namun dengan konsekuensi keterbatasan skala bisnis serta tanggung jawab tak

terbatas hingga ke harta pribadi.

Sementara itu, Law Firm adalah representasi dari institusi persekutuan profesional modern yang
bercorak kolektif kolegial, memiliki skalabilitas bisnis yang tinggi, sistem pembagian keuntungan yang
terstruktur, serta pembagian risiko yang lebih terdistribusi melalui mekanisme kemitraan, namun
menuntut kepatuhan tata kelola yang rumit, pembagian profit yang harus dinegosiasikan, serta risiko

tanggung renteng antarmitra.

Bagi para praktisi hukum yang berniat mendirikan kantor hukum, pemilihan bentuk kelembagaan
ini harus disesuaikan secara matang dengan visi jangka panjang, target pasar yang ingin dibidik, jumlah
modal awal, serta tingkat toleransi terhadap risiko bisnis dan hukum. Bagi masyarakat dan pelaku industri
selaku konsumen jasa hukum, pemahaman yang jernih mengenai perbedaan kedua entitas ini akan sangat
membantu dalam memilih mitra hukum yang paling proporsional, efisien, dan sesuai dengan karakteristik

kebutuhan hukum yang sedang dihadapi demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan yang hakiki.
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